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4. Undang~-undang Momor 4% Tahun 1999 Tentang
RPerubahan Atas Undang-undang Momor 8 Tahun 1974
Tentang Pokok-pokok Y sgawWalan (Lembaran MHegara
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- Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 4 Tahun 1999
tentang Pencabutan beberapa Pesraturan Menteri

Dalam H‘ ], Kepubusan Menters Dalam Hageri dan
st ks Mernteri Dalam 8! g maenganai

e

1u&ﬁnm‘h|lhﬂhﬂﬂwundﬁﬂg Momor 5 Tahun 1979

tentang Pemerintahan Desa o

&. Keputusan Menteri Dalam Megari Momor 6% Tahun 1999
tentang P&tunjuk Pelaksanaan dan anvaesuaian
Peristilahan Dalam Penvelenggaraan  Pemerintahan
Desa dan Kelurahan

7. Keputusan Menteri Dalam Megeri NMomor 64 Tahun 1999
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa -

3. Peraburan Dasrah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun
?OOO tentang Tata Cara Pencalonan, vmll:han
alantikan dan Pmmberhantian Kepala Das y

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Septenber
19929 Momor 140/¢_46/PUOD parihal Psnyusunan
Paeraturan Daerah Kabupaten dan Kota m@ﬁgenai
Pangaturan Desa dan Kelurahan bardasarkan Undang-
Undang MNamar 22 Tahun 1999 .
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- Keputusan DPRD Nomor 13 Tahun 2000 tentang
Persetuijuan Dewan Perwakilan Rakvat Dasrah
Kabupataen Bandung terhadap 15 Buah Rancangasn
Peraturan Daerah.
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KEPUTUSAN BUPATT BANDUNG TENTAMG PETUMNIUK PELAKSAHMNAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUMG MOMOR 5 TaHUN 2000
TENTANG TATA CARA PENCAL OMAN, PEMILIMAM, PELANTIKAN
DAN PEMBERMENTTAN KERPALA DESE
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KETEMNTUAN UMM

Pasal 1

am Keputusan ini vang dimaksud dengan @

Desa atau vang disebut dengan nama lain, se
adalah Kesatuan Masvarakat MHukuin W a g Ki  Kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan Masyvaralkat ‘ berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat vang diakui dalam Sistim
Pemerintahan Nasional dan berada doi Daerah

£l

anjutnya disebut Desa

Pemerintahan Desa adalah Keglatan pemerintahan Vg
oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakllan Dasa -

4

dilaksanakan

RPamerintah Desa adalah Kepala Dess dan Perangkat Desa

Badan Parwalkilan Desa vang selanjubinyva discsbul BPD adalah
Perwakilan vang terdiri atas rarakat di Desa wvang
berfungsi mengavomi adat istiadat, membuat DPeraturan Desa,
menampung dan menvalurkan aszpirasi nasvarakat serta
pengawasan terhadap penvelenggaraan Pemerintahan Desa

“

Badan

pemuka-penuka Ma
i

melakukan

(]

Bakal Calon adalah Wargs Masvarakat Desa setempat vang berdasarkan
Penjaringan, Pemerikssan dan Panvaringan oleh Panitia Pemilihan

ditetapkan sebagai Bakal Calon repasla De

Calon adalah Calon Kepala Desa vang telah memenuhi persyvaratan
administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti
Panyaringan sebagai Calon yang berhak dipilih

C}

a wang telah lalos
dari penyaringan dan mendapat persetujuan serta ditetapkan oleh
Badan Perwakilan Desa untuk mengikuti Pemilihan Kepala Dema

Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yvang maemnperoleh suara
terbanvak dalam Pemilihan Kepala Desa.

Penjabat Kepala Deza adalah

30N MK vang diangkat olah BRD
untuk melaksanakan hak, wewenang dan Kewajiban Kepala Desas dalam
Kurun waktu tertentu -

]

Pejabat vang berwenang adalah Bupati wvang berhak untuk mengangkat
dan memberhentikan Kepala Desas dan Penjabat Kepala Desa atas usul
BPD s
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i soawiai Negeri adalabh merekas vang setelah mamasnohi svarat “syarat
AT dif'mltr‘lk’wn dalam o stran perundang-undancan vang barlaka
dianakat oleh Pajabat VENG berwanang, dain di ahi
Tainnva wvang ditetapkan berdasarkan EPHE
undan dan  digaii menurut oeraburan LA
s laloy

1

e Pamilibh adalah Penduduk
persvaratan untuk mear

aan Lelabh memenuhi
Hakan hak o

m. Hak pilih adalah hak dimiliki Pemililh unt e menantukan sikap
i he

n. Panjaringan adalah hus upava wvang dilaka
Pamilihan uvntuk mandapatkan Bakal Calon
satenpat. o

an oleh Panitia
)
4

ke
dari masvarakat Desa

. Renvaringan adalah seleksi vang Jdilakukan baik
administrasi
Calon . 3

dari segi
s Pengetahuan maupun Kemampuan Kepaninpinan para Bakal

. Fanitisa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa vang dibentuk olah

Perwakilan Daess o

o Potars Desa adalabh mereks vang lahir di
daftar sebac
lahie 4T uae
by gk utan

--"'hm,v' NDess vang be
Kamudian pernah
ingas belbul “batul menus
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MEKANT SME  DIENCAL OMaN

Baglan Pertams
Pambantukan Panitia

(1) Panitia RPemilihan dibentuk oleh  BRD (o i U T
Haputusan o

»

stapkan dengan

{2 Susunan Keanggotasn Panitia sabagainanag odimaks
- teardiri dari :

3 s

el avat 1 Pasal ini

#. Ketua dipilih dari aggota BPD;

b. Sakretariz, RBendahars
Parangkat De: dan Tokoh




(%) Anggota dibagi dalam sekasi-seksi wvang dis

suaikan dengan
kebutuhan 3

- Pendaftaran, Penjaringan dan Penvaringan Bakal Calan
Pelaksanaan Pemilihan
Paralatan/Perlengkapans:

1 Pansrangan 3

e PZK 2
Hsamandan

Konsumsi;

(4) apabila diantara

-~y

aval 2 Pasal ini.,

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksziud
i mencalonkan untok Pamiliban ¥
atau berhalanas maka viang bersangkits
airi davi kmaHqufma Panitia dan Perubahan
Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.

apala Desa

harus mengundurkan

sunan Ranitia

Bagian Yedus
g Tugaz Pokok

Pazal 4

Togas Panitia sebagaimana dimakaud Pass
. Melakukan Penjaringan dan Panvaringan

et

b, Menarima Pendaftaran Bakal Calon ddan mer
parsvaratan Bakal Calon uinbnk oife
dipilih:

Ao adndundvassbiea B
1

Calenivang bBerhak

o kar

c. melaksanakan Pendaftaran Penilih untak
Ketua Panitia Pemilihan;

lanilbnva cel

d. Melaksanakan uii
vang beaerhak Jdipil

an saringan Calon unkbuk ditetapkan me
i

Hieis

&, Melaksanakan Pemilihan Calon yvang berhak dinilih

. Mengajukan Rencana biave Pe

Q. Manetapd Jadual Py

Kepala Desa =

o vy B4 T s A P
e B R AIPE R I G 3 A

liksanaan Pemillihan

h. Mengumumikan oans-nama Caloo

1

Menetapkan Tata terti

J. Mengambil K.ﬂ»ULl
akurat ses

timbnl  permasalahan : "
an parundang-undangan yvang baerlakau

188
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k. Menetapkan Tanda Gambar dan membuat Kartu Suara sesuai
daftar Pemilih vang telah disahkan ;

£

dengan

1. Melakukan undian tanda gambar bagili Calon yvang berhak dipilih ;

m. Setaelah barkonsultasi dangan Kebtua BPD, Panitia msenstapkan tempat
dan waktu pslaksanaan Pamungutan suara

n. Mempersiapkan sarana maupun prasarana untuk manjamin pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa yang 1lancar, aman , tertib, teratur, Jjujur

dan adil:

0. Merencanakan dan mengkoordinaszikan tempat untuk parkenalan/tatap
muka calon Kepala Desa ;

p. Menetapkan Pencabulan status Calon yang bernak dipilih berkenaan
dengan pelanggaran Tata tertib Kampanye ; %

g. Melaksanakan Pemungutan Suara ;

r. Membuat dan menyelaesaikan Berita Acara jalannya Pemilihan dan
malaksanakan Penghitungan suara untuk disampaikan kepada Ketua BPD;

enetapkan pembatalan pemilibhan baik barkenaan dengan pelanggaran
ata tertib Xampanye maupun pelanggaran dalam pelaksanaan
semungutan suara / tata tertib pemilihan ;

o o

Menvampailkan laporan parbtanggungjawaban administrasi keuangan dan
pelaksanaan Pemilihan ¥Xepala Dasa kepada BPD dileingkapl dengan
Berita Acara Pemilihan

B A B 1R
HAK UNTUK MEMILIH DAN DIPILIH

Bagian Pertama
Persyaratan Pemilih

Peavs.a'l- 5

Yang dapat memilih Kepala Dezsa adalah Penduduk Deza Warga Negara
Republik Indonesia yang :

a. terdaftar sabagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan
telah bertempat tinggal sekurang-kurang é (enam) bulan dengan tidak
terputus—putus pada saat pendattaran pemilih ;

5. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) Tahun pada saat pemilihan atau
talah/pernah kawin pada saat pendaftaran pemilih vang dibuktikan
dengan XKTP/KK ;
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Sehat Jasmani dan rohani serta tidak dicabut hak pilihnya
bardazarkan Keputusan Pengadilan yang telah maemperoleh kekuatan
Hukum vang tetan

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pa s g1 6

Pandaftaran Pemilih dilakukan olah Panitia dilaksanakan dari Rumah
ke Rumah, guna menghindari Gterdaftarnya Pemilih dibawah umui,
Pemilih dari luar Desa, tidak terdaftarnya pemilih atau pamilih
terdaftar dua kali: :

Jika pada saat pendaftaran Pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih
dari satu bukti yang sah menaanai usia Pemilih, maka wyang
dijadikan dasar penantuan usia pamilih adalah bukti yang sah
menurut . waktu yvang ditetapkan paling 1

Instansi vang bsrwenang:

ama dan dikeluarkan oleh

Daftar Pemilih sebelum ditanda tangani oleh Panitia, terlebih
dahulu diteliti kembali dan para calon Kepala Desa diberi
kesempatan untuk melihat dan menyaetului bahwa dalam daftar Pemilih
tersebut tidak ada daftar Femilih dibawah umur, Pemilih dari luar
Desa dan Pemilih vang didaftar dua kali

Daftar Pemilih yang sudah diletapkan c¢lsh Panitia, diumumkan di
papan pesngumuman sacara terbuka pada tempal vang sudah diketahui

sehingga masvarakat mengatahuinya:

Dan alasan apapun hak memilih tidak dibernai kan diwakilkan kepada
siapapun:

Untuk menghindari tariadinva pamilih yang diwakilkan, maka satiap
pamilih diwajiibkan perliihaitkan kartu tanda penduduk (XKTP) atau
tanda buktbts  dirs nya yang dianggap sah disamping surat

pangallan untuk pamungulan sugia

» Dagian “Kaliga

‘avaratan Bakal Calon Hepala Desna
Pasail T

Yang dapat dipilih menjadi Xepala Desa adalab panduduk Desa Wargas
Magara Republik Indonesia vang mamenuhi wyvairat-syarat



()

N
o
Wi

399

Rertaqws kepada Tuhan Yang Esa :

s

Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 Negara dan
Pzmerintah Republik Indonesia :

Barkelakuan baik, jujur, adil, cardas, mampu dan berwibawa :

Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan
keterangan vang barwajib dalam suatu kagiatan yang mengkhianati

Negara Kasatuan Republik TIndonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 :

Sakurang-kurangnva berijazah / STTB Sekolah Lanjutan Tingkat
Partama atau yang sederajat

Barumur sekurang-kurangnva 25 {(dua puluh lima) tahun dan zsebtingai-
tingginyva 60 (enam pulwuh) tahun pada saat pandaftaran
Sehat jasmani dan rohani vang dibukiLikan dangan Surat Keterancan
Doktar : -

Tidak dicabut hak pilihnva berdasarian keputusan Pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum vang tetap :

Tidak parnah dihukum penjara karena melakukan btindak pidana atau
sedang menjalani Pidana panjara atau Kurungan berdasarkan
Keputusan Pengadilan vang telah memperolsh kekuatan hukum tetap,
karena tindak pidana vang dikenakan ancaman Pidana 5 (l1ima) tahun -
Taerdaftar sebagai penduduk Desa yang barsangkutan secara sah dan
baertempat tinggal tatap di dasa yang bersangkutan sekurang-
kurangnyva 2 (dua) tahun terakhic pada saat pendaftaran Bakal Calon
dangan tidak tarputus-putus, kecuali bagi Pubra Desa yang barada di
lvar Daesa yang baraanghkuban .

ienganal Daarahnya dan dikenzl oleh masyarakab di Dasa yandg
bersangkutan:

Rarsedia dicalonkan manjiadi Calon Kepala Desa
Mamaenuhi syarat-syarat lain vang sesua; dangan adal istiadat
satempat

ang mencalonkan diri sebagal Kepala Desa selain
parsyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ki Surat Keterangen Ferselujuan dari Pajabat vang

barwenang sasuai ketentuan parundang-undangan yang barlaku;

3y
harus memenuh
harus pula mei

Pengaturan lebih lanjul aangonail pursvaralan Bakal Calon Kepala

NDesa diatur kemudian dengan Peraburan Desa.
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Bagi Pegawai Negari atau Putra Desa
Kepala Dasa, terhitung mulai tanggal pslantikan ha

cr
v B
3J

ggal di Deasa vyang bearsangkutan:

Bagl Pegawai Megeri vang dipilih/diangkat

dibabaskan untuk sementara waktu dari
menjadi Xepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai

Negeri :

1%

mendapat gaji, kenaikan gaii

Daftar penilaian valakzsanaan pakerjaa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pa

Instansi Tnduknya;

Pegawai Negeri vang felah selesai

Kepala Desa dikembalikan ka Tnstans

B AB
PELAKSANAAN PENJARTNGAN DA

4 (enam) bulan sebelum burakhirnya

bersanagkutan mangajukan permohonan terhenti ¥

Bardasarkan permohoanan verhenti dari
kapada Bupati tﬁntang>pamberhentiannya dan

{empat balas) hari sebelum b
menatapkan Kepala Desa Lterpilih;

BP0 membantuk Panitia untuk mamnprozss
sabagal pangganti “epala Desa yang oarzangkutan:

Katua Panitia, setalah menerimna
dipilih =segera manetapkan MNomor
Calon setslah berkonsultasi dangan

.ain Pertama

i
nan Kepala Desa

Kepala Desa vang dipilih/diangkat dari

Pegawai

berkala,
penghasilan lainnva dan kepadanya dapat
panghasilan dari. Dasa ¥ang bersangkutan vyany dibebankan
Anggaran Pandapatan dan Belanja Desa .

malaksanakan  tug

n
sal

i induknya;

T

Ly

manjadi

Yang telah dilantik menjadi
rus bertempat

Kepala Desa,
Jabatan organiknya selama

Pegawai

Negeri, barhak
kenaikan pangkat,
diberikan tambahan
Kkepada

PZ) Pagawai MNegeri
ini diberikan oleh
asnya sesbagai

PENTARINGAN

{9

masa

persa

urut

LSTRRUE

T

o J

apbat

Ke&pada

Kepala ODesa,

BAKAL CALON

n, Xepala

8PD;

EFPD

pencalcnan

tujuan

3

(o)

PR

arkan

-y
' ¥

il

Xepal

yang

choto

Dasa

mengusulkan
selambat-lambatnya 14
barakhir jabatan Kepala Dasza, BPD Lel

ah
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Kegiatan penjaringan dilakukan oleh Panitia;

Apabila setelah terjaring para Bakal Calon, Panitia meminta
kapada bakal calon untuk memenuhi/mele engkapi Persyaratan
Administrasi sebag bahan untuk penvaringan:

Panyaringan sebagaimana ayat (2), palaksanaannya didasarkan pada
kelengkapan administiratif dari bakal calon dengan ketentuan jumlah
bakal calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-
banyaknya 5 (lima) orang ditatapkan dalam Berita Acara:;

Apabila dalam tenggang waktu perpanjangan sampai 3 (tiga) kali
Pandaftaran, ternyata Panitia hanya mendapatkan Calon tunggal,
maka pem111han Kepala Desa dangan Calon Tunogal dapat dimungkinkan
setelah terlebih dahulu mandapat persatujuan dari BPD.

-

Apabila dalam prosas penja ringan dan penyaringan terdapat lebih
dari 5 (lima) orang Rakal Calon, maka panitia melak=zanakan Ujian
Saringan/Taest tertulis sampai hasil penyaringan diperoleh 5
(1ima) orang Raks Caion ;
Materi Test tertulis lLerdiri dari Pangstahuar, Umium, Pemerintahan,
Pambangunan dan Kemasyarakatan sesuai deingan situasi dan kondisi
parkembangan Daarah serta perkembangan perakonomian, pembangunan,
sosial dan budaya

Bagian Kedua
Penstapan Calon

Panitia melakukan pemariksaan identitas bakal calon berdasarkan
persyaratan yang ditentukan dan dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Rarkas Paravaratan

Barita Acara Pemaeril
dilampir] ﬁlpnuxu“

»J 7\
b (,
o
re
Ul
[}
Qx

a. Surat kesediasn menjadi calon

3
b. Surat pernyataan Sslia Jdan taat kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945, Nagara dan Pamerintah Republik Indonrasi

by

3
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c. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat langsung maupun tidak
langsung dalam setiap kegiatan vyang menghianati Negara Kesatuan

Republik Indonesia vang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 :

d. TI3iin tertulis serta rekomendasi dari Pimpinan unit /

/ 3atuan
karja vang bersangkutan bagi calon vang berasal dari Pegawai
Mageri :

a. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnva berdasarkan Keputu-
san Pengadilan yvang telah memperoleh kekuatan lukum tetap ;

f. Surat Keterangan Xesshatan vanyg dikeluarkan cleh Majelis Pengu-
Ji Kaesehatan Pegawai :

g. Surat Keteranoan Xalakuan Baik dari Kepcliszian

3

h. Daftar Riwavat Hidup :
1. Salinan 1jazah/STTR tarakhir vang telah dilegalisir oleh
Pejabat yang mempunyai kewanangan untuk itu

3

J. Akta Xelahiran/Surat %Xenal Lahir dari Pejabat yang berwenang
mangaluarkannva

k. Kartu Tanda Panduduk (KTP):

1. Pas Photo ( Hitam Putih ) ukuran 4 X 6 Cm 3
Rakal Calon vang telah mamenuhi persvaratan, oleh Panitia
kepada RPD  untuk ditetapkan sabagail Calon yang berhak dipi

Calon Kepala Desa wang berhak mangikuti Pemilihai, diumumkan di
papan pangumnuman terbuka sohingga masyarakat mengalahuinya.

B A B Vv
PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 13

lampanya marupakan kasempatan bagl para Czlon vang berhak dipilih
untuk manyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila
vang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa;

BPD menetapkan berbagai keterntuan untuk mengatur supavya
pelaksanaan Kampanye berjalan tanpa mangganggu ketentraman dan
ketertiban masyarakat;
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Pelaksanaan Kampanva para Calon yang berhak dipilih hendaknya
diarahkan pada hal-hal vang bersifat positif dan menunjang
kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan
Pembangunan :
Palaksanaan Kampanye para Calon vyang berhak dipilih, dengan
ketentuan urutan berdasarkan abjad Nama Calon vang berhak dipilih
dan masa Kampanye untuk semua Calon selesai paling lambat 2 (Dua)
hari sebelum pemungutan suara :
panitia melakukan undian Nomor Urut berdasarkan Photo Calon paling
lambat 1 (satu) hari sesbelum masa Kampanye dengan dilengkapi
Berita Acara :
Pemasangan Photo Calon vang berhak dipilih hanya dibenarkan

dipasang dilingkungan Rumah Calon Kepala Desa serta dilaksanakan
pada siang hari

Kampanye para Calon vang berhak dipilih tidak diperkenankan
diadakan secara berlebihian dalam bentuk pembagian barang, uang
dan fasilitas 1lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai
sehingga mengganagu ketentraman dan ketertibgn masyarakat ;
Panitia Pemilihan membasri tindakan terhadap Calon vang berhak
dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib
Kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status vang
barsangkutan sebagai Calon vang berhak dipilih : ¢

3

Pancabutan status vyang barsangkutan sebagai Calon yang berhak
dipilih sebagaimana dimaksud ayat 8, harus disetujui BPD -

(10)Dalam hal terjadi pencabutan status Calon yang berhak dipilih

it

£2)

sebagaimana dimaksud ayvat 9 . Yang mengakibatkan terjadinya Ccalon
tunggal , maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan
dan untuk menentukan Calon terpilih berlaku ketentuan Pasal 10
ayat (4) Keputusan ini.

B AB VT
PEMILIHAN CAlLON YANG BERHAK DIPILTH

P asal 14

Rapat Pemilihan Calon yang berhak dipilih, dilaksanakan setelah
Panitia Pemilihan menerima Persetujuan Calon vyang berhak dipilih
dari BPD :
Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud avat (1), dihadiri oleh Tim
Monitoring dari unsur Pemerintah Kabupaten, Pimpinan dan anggota
BPD dan Panitia serta dihadiri oleh Calon vyang berhak dipilih

3
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(

N

) Apabila Calon vang barhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa
menghadiri pelaksanaan Rapat Pamilihan, maka vyang bersangkutan
dapat mewakilkan atau diganti dengan Photo

(4) Calon yang berhak dipilih tidak dibararkan mengundurkan diri dan
dalam hal vang bersangkutan mengundurkan dy #3 .,

secara
administratif dianggap tidak tariadi pengunduran diri

3

{(5) Dalam hal Calon sebagaimana dimaksud avat (4), mendapat dukungan
suara terbanvak, maka calon terssbut dianggap»batal -
(6) Untuk menentukan Calon terpilih adalah Calon vyang berhak dipilih
vang mendapat dukungan Suara terbanyak ke dua, dengan tetap

memparhatikan ketentuan 1/5 {(Seperlima) dari Jumlah Pemilih yang
menggunakan hak pilih :

Pas.al 1.5

(1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat
Pamilihan Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia
dengan dihadiri olah sekurang-kurangnya 2/3 {duapertiga) dari
jumlah seluruh pemilih vang telah disahkan oleh Ketua Panitia 2

(2) Apabila pada pembukaan Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlah Pemilih belum mencapai
Quorum, Pimpinan Rapat mengundurkan Rapat paling lambat 3 (tiga)
Jam dengan ketentuan Quorum tatap 2/2 dari jumlah pemilih z

{(3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat
€2)., Qourum belum juga tercapai, Rapalt Pelaksanaan Pemilihan
Calon Kepala Desa diundurkan olsash Pimpinan Rapat selambat-
lambatnya dalam waktu 10 (sapuluh) hari, dengan Qourum 1/2 dari
Jumlah psmilih :

(4) Pengunduran waktu rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana
dimakzsud avat (2), diumumkan dalam Forum Rapat oleh Pimpinan Rapat
dan dituangkan dalam Barita Acara Panundaan Pemilihan.

Pasal 1¢&

Panitia Pemilihan yang mempunvai hak memilih serta Calon yang berhak
dipilih dalam Pemilihan Calon Kepala Desa tatap mempunyai Hak untuk

manggunakan Hak Pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam
malaksanakan tugasnya.
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Pasal s v

G

(1) Pamilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung,

umum, bhebas, Rahasia, jujur dan adil :

(2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda Gambar Calon yvang

barhak dipilih dalam bilik suara vang disadiakan oleh Panitia
Pemilihan ;

(3) Saorang Pemilih hanva mamberikan suaranva kepada satu crang calon
vang berhak dipilih :

(4) Seorang Pemilih Yang berhalanagan hadir kKarena sesuatuy alasan,

tidak dapat diwakilkan dangan cara apapun.

Pasal 18

Setiap Calon {apala Desa waiib
a. Mentaati segala keterbtuan vang telah ditetankan oleh Panitia

b. Hadir pada =saat Pemilihan, kecualij sakit mendadak vang barsangkutan
dapat diwakilkan %

C. Mambantu kalancaran palaksaraan Pemilihan

d. Rarlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanvak dan tidak
melakukan tindakan yang marugikan masyarakat dan Pemerintah serta
Pembangunan :

e. Manggunakan hak pilihnwve.

Pasal 19
Tata cara pelaksanaan panungutan dan penghi tungan =suaraz ditetapkan

dzalam Pearaturan Desa.

BAB WVIT
PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBRERHENTTAN KERPALA DESA

Pasal 20
(1) Hasil Pemilihan Kepala Deasa ditatapkan dengan Keputusan RPD dan

disahkan oleh Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
berakhirnva masa jabatan Kepala Desa vang bersangkutan :



{(?2) Pada saat Pelantlkan Kepala Desa hasil Pemilihan

(4)

(5)

(2)
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vang diambil
Sumpah/janii menurut agamanya dan dilaksanakan tepat pada saat

berakhirnya jabatan Kepala Desa lama dan apabila tepat pada hari

19bur maka pelantikan dilaksanakan pada hari
herikutnva.

kerja
Pelantikan Kepala Desa vang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu
karena alasan—alasan vanag dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat
ditunda paling lama 2 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa
Jabatan Kepala Desa vang bearsangkutan atas persetujuan Bupati.

Kepala Desa vang telah disangka melakukan tindak pidana dapat
diberhentikan dari jabatannva sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan vang berlaku dan untuk tugas sehari-hari

dilakukan oleh Penjabat Kepala desa vyang ditetapkan oleh BPD atas
persatujuan Bupati.

Tata cara Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (4) Pa

sal ini
diatur dalam Peraturan Desa.

3
-

B A B VIII
PENGANGKATAN PENTARBAT KEPALA DESA

Pasal 21

Apabila terijadi kekosongan Jjab

L, 1
Desa atau Perangkat Dasa lainnya vang dJdi

v Desa, maka Sekretaris

\ < tunjuk oleh Pejabat vang
berwenang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa dan
pengangkatannya ditatapkan dengan Keputusan BPD atas persetujuan
Bupati ;

Masa Jjabatan Penjabat Xepala Desa terhitung mulaj Tanggal
Falantikan sampai dangan n.]antxxzda Kapala Desa hairu.

B A =R X
RTAYA PEFMTLTH {ERPALA DESA

o ) ~A .
CARSE L CAT S

RBiava Pemilihan Kepala Desa ditanggung olsh Pemarintah Das

warga dan atau dibantu Pemorintan ¥Yabupaten dan

Dcsa beserta
dituangkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa.
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B AR X
KETENTUAN PICNUTUP

Pasal 23

S

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka

segala Ketentuan-ketentuan 14ia
yang mengatur hal vang sama dan bartantangan dengan Keputusan ini

dinvatakan tidak barlaku.

Pazal 24

Hal-hal vang belum cukup diatur dalam Kaputusnan

manganal  Teknis palaksanaannva akan diatur

[ e
Paraturan NDasa.
Pa=al D5
Kaputusan ini mulai bar diundanakan.

Agar =setiap orang

Keputusan ini dangan nenamnat s
Randung.

Diundangkan: di Saraan
rada tapgaal..4.Mei. 2000,

LEMRARAM NRAFRAM

. -



Salinan sesuai dengan aslinya
P/ A BAGIAN HUKUM,




